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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PMK.01/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.01/2009

TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara
terhadap bendahara di lingkungan Kementerian
Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap
Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan;

b.bahwa guna meningkatkan efektifitas penyelesaian
ganti kerugian negara terhadap bendahara di
lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur
mengenai penyampaian informasi tentang kerugian
negara sebagai hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
dan pemantauan pengendalian intern oleh Unit
Kepatuhan Internal pada masing- masing unit Eselon I
di lingkungan Ke menterian Keuangan kepada
Sekretaris Jenderal Ke menterian Keuangan;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di
Lingkungan Departemen Keuangan;

Mengingat : 1.Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara Terhadap Bendahara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009
Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen
Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 193/PMK.01/2009 TENTANG PEDOMAN
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
BENDAHARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Terhadap Bendahara Di Lingkungan Departemen Keuangan diubah
sebagai berikut:
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